2

BAB II
 TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
1. Nola Natalingga Najwa, Didik Supriyanto, dan Hirshi Anadza (2025) 
Melakukan penelitian berjudul Implementasi Pengelolaan Sampah Berbasis Reduce, Reuse, Recycle (3R) (Studi pada Tempat Pengelolaan Sampah 3R BASAMA, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan sampah berbasis 3R di TPS3R BASAMA belum berjalan efektif. Pada aspek komunikasi ditemukan dinamika yang kompleks, sedangkan aspek sumber daya menghadapi kendala terutama pada sumber daya manusia dan fasilitas yang belum memadai. Dari segi disposisi, komitmen dan sikap sosial petugas di lapangan sudah baik, namun insentif perlu ditinjau ulang. Aspek struktur birokrasi, khususnya terkait SOP, belum optimal karena masih terdapat fragmentasi. Faktor pendukung pengelolaan sampah di TPS3R BASAMA meliputi adanya kerja sama antar institusi pemerintahan serta jiwa sosial karyawan terhadap lingkungan. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana operasional TPS3R serta minimnya kesadaran dan komunikasi masyarakat tentang pengelolaan sampah.

1. Muhammad Husni Rafif, Agus Sukristyanto, dan Muhammad Roisul Basyar (2025). Melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan TPS3R di Kabupaten. Sidoarjo belum berjalan efektif karena lemahnya koordinasi antaraktor, komunikasi kebijakan yang belum maksimal, serta keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan lokasi TPS3R sesuai standar teknis, peningkatan kapasitas pengelola, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap kebijakan. Pendekatan kolaboratif dan transparansi kebijakan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan dan mengurangi konflik antara pemerintah dan masyarakat.
1. Ahmad Bosri, Reno Afrian, dan Gusti Muhammad Hidayatullah (2025). Melakukan penelitian yang berjudul Pengelolaan Sampah TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Halong Berseri Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Sampah TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Halong Berseri di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan belum optimal, ditinjau dari 4 indikator menurut George R. Terry (2017:5) dilihat dari pertama perencanaan yang meliputi; proses kegiatan belum optimal, dan perencanaan kegiatan sudah optimal karena para petugas sudah melaksanakan kegiatan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Pengorganisasian kedua meliput; sumber daya manusia belum optimal dapat dilihat dari penampungan petugas yang ada dilapangan, dan Pembagian tugas sudah optimal dilihat dari Pemahaman yang baik mengenai tugas dan tanggung jawab masing – masing dalam pengelolaan sampah. Eksekusi ketiga meliputi; pelaksanaan pengelolaan sudah optimal dilihat dari kegiatan yang telah terlaksana, dan kendala dalam pelaksanaan bisa dikatakan belum optimal karena masih kekurangan sumber daya manusia. Keempat pengawasan meliputi; pelaksanaan pengawasan belum optimal dilihat kurang adanya pengawasan langsung dilapangan, jadwal pengawasan belum optimal dilihat jadwal yang tidak sesuai dengan pelaksanaanya, dan bentuk pengawasan belum optimal dilihat dari jarangnya pengawasan sehingga para petugas kurang tau tentang bentuk pengawasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah di TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Halong Berseri Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan terbagi menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung. Adapun faktor penghambatnya yaitu minimnya anggaran dari Pemerintah Daerah sehingga banyak kendala lain, sarana prasarana dilapangan yang tidak memadai, ada beberapa jenis mesin yang rusak dan tidak dapat mengadakan mesin yang baru dan sumber daya manusia (petugas) belum terpenuhi. Sedangkan faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah di TPS 3R Halong Berseri ini yaitu karakteristik organisasi yang baik dan kinerja petugas yang baik.
1.  Sutinah Andaryani, Ida Utami Dwikurniawati, dan Rusdi (2023). Melakukan penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pengolahan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengurangan sampah yang dilakukan oleh DLHK Kota Palembang adalah pendirian Bank Sampah dan TPS 3R, pemberian sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan sampah kepada masyarakat, penerbitan himbauan, edaran dan sosialisasi pengurangan sampah plastik pada pengusaha retail, penggunaan tumbler, dan pembatasan penggunaan kantong plastik. Jumlah timbulan sampah Kota Palembang pada Tahun 2020 adalah 426.390,66 ton, dengan pengurangan sampah 19,79% dan penanganan sampah 76,69% dengan sampah terkelola 96,49% dan sampah tidak terkelola 3,51%. Komposisi sampah didominasi oleh sisa makanan.
1. Adinda Binuuril Qur’an Al-Haq dan Hendra Sukmana (2025). Melakukan penelitian berjudul Implementasi Program Tempat Pengelolahan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle): Studi Kasus Desa SedatiGede Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengelolaan sampah di TPS 3R BUMDes Berdikari Abadi Desa SedatiGede berjalan dengan baik. Para pengelola dan personel TPS 3R telah melaksanakan tugas serta kewajibannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga telah diimplementasikan sesuai ketentuan, sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah berjalan efektif dengan masing-masing pihak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	No.
	Nama
	Judul
	Perbedaan

	1.
	Nola Natalingga Najwa, Didik Supriyanto, dan Hirshi Anadza (2025)
	 Implementasi Pengelolaan Sampah Berbasis Reduce, Reuse, Recycle (3R) (Studi pada Tempat Pengelolaan Sampah 3R BASAMA, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang)
	Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada lokasi dan fokus kajian. Penelitian Nola dkk. dilakukan di wilayah perkotaan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Garunggung (wilayah pedesaan). Selain itu, penelitian ini tidak hanya melihat implementasi, tetapi juga menekankan peran partisipasi masyarakat serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan TPS 3R.

	2.
	Muhammad Husni Rafif, Agus Sukristyanto, dan Muhammad Roisul Basyar (2025)
	Implementasi Kebijakan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di Kabupaten Sidoarjo
	Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu membahas kebijakan TPS 3R secara makro, yaitu menijau bagaimana kebijakan tersebut di terapkan oleh pemerintah kabupaten, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada implementasi program TPS 3R di tingkat desa, yaitu melihat bagaiman program tersebut dijalankan. Selain itu perbedaan juga terletak pada teori yang digunakan, Penelitian terdahulu menggunakan teori Gonggin, sedangkan penelitian sekarang menggunkan teori George C. Edward III.

	3.
	Ahmad Bosri,  Reno Afrian, dan Gusti Muhammad Hidayatullah (2025)
	Pengelolaan Sampah TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Halong Berseri Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan
	Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada teori yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan teori implementasi dari George R. Terry, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan teori implementasi George C. Edward III.

	4.
	Sutinah Andaryani, Ida Utami Dwikurniawati, dan Rusdi (2023)
	Pelaksanaan Pengolahan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang
	Penelitian terdahulu memfokuskan pada pengelolaan sampah di kota, sedangkan penelitian sekarang menfokuskan pada implementasi TPS 3R di desa

	5.
	Adinda Binuuril Qur’an Al-Haq dan Hendra Sukmana (2025)
	Implementasi Program Tempat Pengelolahan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle): Studi Kasus Desa SedatiGede Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo
	Meskipun sama-sama dilakukan di desa, penelitian ini lebih menekankan pada proses implementasi program TPS 3R Bina Lestari serta tingkat partisipasi masyarakat, bukan hanya efektivitas pelaksanaan program. Selain itu penelitian terdahulu menunjukan implementasi yang sudah berjalan optimal, sementara penelitian yang sekarang ditemukannya kendala pada sarana dan prasarana 


Sumber: Peneliti 2026
B. Landasan Teori
1. Administrasi Negara 
Administrasi negara adalah bidang ilmu yang membahas bagaimana pemerintah mengelola berbagai urusan publik untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Menurut Dwight Waldo dalam (Syafiie, 2018:33) administrasi negara adalah pengelolaan dan organisasi dari manusia dan peralatannya untuk mencapai tujuannya. Penjelasan ini juga selaras dengan George J. Gordon dalam (Syafiie, 1018: 33) administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun individu yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan. 
Atmosudirdjo (1986) mendefinisikan administrasi negara dalam tiga pengertian:
a. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau lembaga politik (kenegaraan), yang mencakup lembaga-lembaga pemerintahan seperti presiden dan menteri (contohnya gubernur, bupati). Tujuannya adalah untuk mencakup semua organ yang bertanggung jawab atas administrasi negara. 
b. Sebagai fungsi kegiatan, khususnya sebagai kegiatan pemerintahan, yang diartikan sebagai kegiatan yang melindungi kepentingan negara. 
c. Sebagai suatu proses teknis penegakan hukum, yang dimaksud dengan segala kegiatan yang dilakukan oleh pejabat negara untuk melaksanakannya. 
Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi negara adalah suatu proses kerja sama antara lembaga pemerintahan dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan publik untuk mencapai tujuan negara. 
2. Paradigma Administrasi Negara 
Paradigma adalah pola pikir individu atau sekelompok orang. Thomas Kuhn menyatakan paradigma sebagai cara pandang, nilai-nilai, metode, prinsip dasar, atau cara untuk menyelesaikan masalah dalam suatu komunitas ilmiah pada waktu tertentu. Sementara itu, Robert T. Golembiewski berpendapat bahwa standar suatu disiplin ilmu dilihat dari fokus dan lokusnya. Fokus membahas apa yang menjadi kajian (what of the field) atau bagaimana cara menyelesaikan (solution) masalah. Lokus membahas di mana letak (where of the field) atau area penerapan suatu ilmu pengetahuan. 
G. Frederickson (1984:27-30), mengemukakan enam paradigma administrasi publik, yaitu sebagai berikut:
1. Paradigma pertama, birokrasi klasik: fokus pada struktur organisasi (perencanaan) dan pengoperasian prinsip-prinsip manajemen, sedangkan tempatnya pada berbagai jenis organisasi, baik pemerintahan maupun korporasi. Nilai-nilai yang paling penting diwujudkan adalah efisiensi, efektivitas, ekonomi dan rasionalitas.
1. Pola dasar lainnya, birokrasi neoklasik. Nilai-nilai yang dipertahankan dan ingin dicapai oleh paradigma ini serupa dengan paradigma pertama, namun objek dan fokusnya berbeda. Inti dari paradigma ini adalah "keputusan" yang dibuat oleh birokrasi pemerintah, sedangkan fokusnya adalah pada "proses keputusan", dengan penekanan khusus pada ilmu perilaku, ilmu manajemen, analisis sistem, dan riset operasi. Ahli teori yang mendukung paradigma ini termasuk Simon.: Administration Berhavior (1948), Cyer dan March: Abehavioral Theort of the Firm, (1963).
1. Paradigma ketiga, institusional. Dalam paradigma kelembagaan, fokus paradigma tersebut adalah pada pemahaman "perilaku birokrasi" yang juga dipandang sebagai organisasi yang kompleks. Isu-isu terkait efektivitas, efisiensi dan produktivitas organisasi kurang mendapat perhatian.
1. Paradigma Keempat, Hubungan kemanusiaan: Inti dari paradigma ini adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan, minimalisasi perbedaan dan status serta hubungan, keterbukaan, pemenuhan diri dan optimalisasi tingkat kepuasan. Fokus paradigma tersebut adalah pada "dimensi kemanusiaan" dan aspek sosial dari semua jenis organisasi atau birokrasi. Para ahli teori yang cukup berpengaruh dalam paradigma ini yaitu Rennis Likert, The Human Organization: Its Management and value (1967),
1. Paradigma kelima, pilihan publik. Menurut paradigma ini, dokumen administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari kebijakan. Pada saat yang sama, fokusnya adalah pada alternatif yang melayani kepentingan publik terhadap barang dan jasa yang harus disediakan oleh banyak organisasi kompleks..
1. Paradigma keenam, administrasi negara baru. Fokus bidang administrasi adalah upaya menata, menggambarkan, merencanakan atau menjadikan organisasi mampu mengupayakan dan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal, diwujudkan melalui gambaran sistem desentralisasi dan organisasi demokratis yang tanggap dan mampu memberikan layanan yang diperlukan kepada masyarakat secara setara.
Paradingma Administrasi Negara:
a. Old Public Administration (OPA)
OPA adalah paradigma administrasi negara yang tradisional dan berfokus pada birokrasi hierarkis dan kontrol sentral. Paradigma ini dikembangkan pada awal abad ke-20 dan didasarkan pada teori Weberian tentang birokrasi. OPA memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Birokrasi hierarkis dan sentralisasi kekuasaan
1. Pembagian kerja yang jelas dan spesialisasi
1. Peraturan dan prosedur yang ketat
1. Pengambilan keputusan yang berpusat pada puncak hierarki
OPA dianggap efektif dalam mengelola organisasi besar dan kompleks, tetapi memiliki kelemahan dalam hal fleksibilitas dan responsifitas terhadap perubahan lingkungan.
b. New Public Management (NPM)
NPM adalah paradigma administrasi negara yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik dengan menggunakan pendekatan manajerial. NPM muncul sebagai respons terhadap kelemahan OPA dan berkembang pada tahun 1980-an. NPM memiliki karakteristik sebagai berikut :
1. Fokus pada hasil dan kinerja
1. Penggunaan indikator kinerja dan pengukuran kinerja
1. Peningkatan fleksibilitas dan otonomi dalam pengelolaan
1. Penggunaan mekanisme pasar dan kompetisi dalam pelayanan publik
NPM dianggap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga memiliki kelemahan dalam hal peningkatan kesenjangan sosial dan pengabaian nilai-nilai publik.
c. New Public Service (NPS)
NPS adalah paradigma administrasi negara yang berfokus pada pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. NPS muncul sebagai respons terhadap kelemahan NPM dan berfokus pada nilai-nilai publik dan kepentingan masyarakat. NPS memiliki karakteristik sebagai berikut:
0. Fokus pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat
0. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
0. Penggunaan pendekatan kolaboratif dan jaringan dalam pelayanan publik
0. Penekanan pada nilai-nilai publik dan etika pelayanan
NPS dianggap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga memiliki kelemahan dalam hal implementasi dan pengukuran kinerja.
Dari penjelasan terkait paradigma administrasi negara di atas, penelitian ini, menggunakan paradigma NPS (New Public Service) karena program TPS 3R Bina Lestari tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pengelolaan sampah, tetapi juga pada perubahan perilaku partisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, paradigma NPS relevan untuk memahami bagaimana peran pengelola dan masyarakat berinteraksi dalam proses pelaksanaan program TPS 3R, serta bagaimana nilai-nilai pelayanan publik dijalankan dalam konteks pengelolaan sampah desa.
3. Kebijakan Publik
a.  Kebijakan 
Carl J. Federick (1963) menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah di suatu lingkungan tertentu, yang memiliki hambatan dan kesempatan untuk melaksanakan usulan kebijakan guna mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku dengan maksud dan tujuan yang penting sebagai bagian dari definisi kebijakan. Ini karena kebijakan harus mencerminkan apa yang sebenarnya dilakukan, bukan hanya hal yang diusulkan dalam beberapa kegiatan terhadap suatu masalah.
Richard Rose (1969) menyatakan bahwa kebijakan bisa dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang berkaitan dan memiliki berbagai konsekuensi bagi mereka yang terlibat, dibandingkan sebagai keputusan yang terpisah. 
James Anderson (2003) menyatakan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang memiliki maksud yang ditentukan oleh seorang aktor dalam menangani suatu masalah atau isu. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena fokus pada apa yang benar-benar dilakukan, bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang tersedia. 
b. Kebijakan Publik
Kebijakan publik adalah ilmu yang melibatkan banyak disiplin ilmu, seperti politik, sosial, ekonomi, dan psikologi. Studi kebijakan mulai berkembang pada awal 1970-an, terutama melalui karya Harold D. Laswell. Definisi awal kebijakan publik dikemukakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan (Howlett dan Ramesh, 1995) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah program yang dirancang dengan tujuan, nilai, dan praktik tertentu (a projected of goals, values, and practices). 
Pressman dan Widavsky (1973) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah hipotesis yang memiliki kondisi awal dan hasil yang dapat diprediksi. Kebijakan publik harus dibedakan dari jenis kebijakan lainnya, seperti kebijakan swasta, karena kebijakan swasta dipengaruhi oleh faktor-faktor non-pemerintah. 
Thomas R. Dye (1981) mengatakan bahwa kebijakan publik berkaitan dengan aktivitas yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye menjelaskan bahwa jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, bukan hanya pernyataan keinginan dari pemerintah atau pejabat pemerintah. 
Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. 

4. Implementasi Kebijakan 
Wijaya dan Supardo (2006) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mengubah suatu rencana menjadi praktik. Hinggis (1985) menyebutkan bahwa implementasi merupakan ringkasan dari berbagai kegiatan di mana sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai tujuan strategi. Gordon (1986) menyatakan bahwa implementasi terkait dengan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk merealisasikan program. 
2. Implementasi Kebijakan  
Implementasi kebijakan publik adalah tahap penting dalam siklus kebijakan karena langsung berhubungan dengan usaha untuk mewujudkan tujuan kebijakan menjadi tindakan nyata. Van Meter dan Van Horn dalam (Budi Winarno, 2008:146-147) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh orang atau kelompok untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu tertentu serta untuk meneruskan usaha mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan dari organisasi publik yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. 
3. Teori Mengenai Implementasi Kebijakan 
Ada beberapa teori dari beberapa ahli tentang implementasi kebijakan, yaitu: 
a. Teori George C. Edward/EdwardIII (dalam Subarsono, 2011:90-92) Menurut Edward III (1979), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, masing-masing faktor tersebut dikembangkan menjadi beberapa indikator operasional, yaitu: 
1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan agar pelaksana tahu apa yang harus dilakukan, di mana tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam implementasi. 
Indikator: 
a) Transmisi (Transmission): Penyampaian kebijakan kepada pelaksana dan sasaran harus jelas, akurat, dan konsisten. Ini berarti informasi kebijakan harus disampaikan secara efektif kepada semua pihak terkait, sehingga mereka memahami apa yang diharapkan. 
b) Kejelasan (Clarity): Perintah implementasi tidak boleh membingungkan. Ini berarti kebijakan harus dirumuskan dengan jelas sehingga pelaksana mengerti apa yang harus dilakukan. 
c) Konsistensi (Consistency): Perintah yang diberikan harus konsisten dan tidak bertentangan. Ini berarti kebijakan harus selaras dengan tujuan yang ingin dicapai dan tidak tiba-tiba berubah. 
2) Sumber daya, meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, jika pelaksana kurang sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan efektif. Sumber daya bisa berupa sumber daya manusia, misalnya kompetensi pelaksana dan sumber daya keuangan. 
Indikator: 
a) Staf (Staff): Jumlah staf yang cukup dan memiliki keterampilan sesuai tugasnya. Ini berarti pelaksana harus memiliki sumber daya manusia yang cukup dan terampil untuk melaksanakan kebijakan. 
b) Informasi (Information): Adanya petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang jelas untuk pelaksana dan informasi kebijakan untuk kelompok sasaran. Ini berarti pelaksana harus memiliki akses ke informasi yang relevan untuk melaksanakan kebijakan. 
c) Wewenang (Authority): Kewenangan yang memadai bagi pelaksana untuk bertindak. Ini berarti pelaksana harus memiliki hak yang cukup untuk melaksanakan kebijakan dan membuat keputusan yang diperlukan. 
d) Fasilitas (Facilities): Dukungan sarana prasarana, bangunan, alat, dan anggaran yang cukup. Ini berarti pelaksana harus memiliki sumber daya fisik yang cukup untuk melaksanakan kebijakan. 
3) Disposisi, adalah sifat dan ciri yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Jika pelaksana memiliki disposisi yang positif, maka pelaksana tersebut dapat melaksanakan kebijakan dengan baik seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Saat pelaksana memiliki pandangan atau perspektif yang berbeda dari pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan kebijakan juga menjadi tidak efektif. 
Indikator: 
a) Kognisi (Cognition): Pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Ini artinya bahwa pelaksana harus memahami tujuan dan sasaran kebijakan, serta cara pelaksanaan kebijakan tersebut. 
b) Arah respon (Direction of Response): Apakah pelaksana menerima, menolak, atau bersikap netral terhadap kebijakan (kepatuhan). Ini berarti pelaksana harus memiliki sikap positif terhadap kebijakan dan siap untuk melaksanakannya. 
c) Intensitas (Intensity): Tingkat komitmen atau kesungguhan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Ini berarti pelaksana harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan kebijakan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. 
4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Aspek dari struktur organisasi meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung mengurangi pengawasan dan menyebabkan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang membuat aktivitas organisasi kurang fleksibel. Menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008:181) sumber yang penting mencakup, staf yang memadai dan keterampilan yang baik untuk menjalankan tugas mereka, wewenang, dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan di atas kertas untuk pelayanan publik. 
Indikator: 
a) Standar Operasional Prosedur (SOP): Keberadaan SOP yang jelas untuk menyamakan tindakan para pelaksana dalam situasi rutin. Ini berarti pelaksana harus memiliki prosedur yang jelas dan standar untuk menjalankan kebijakan. 
b) Fragmentasi (Fragmentation): Pembagian tanggung jawab di antara berbagai unit kerja yang tidak tumpang tindih, agar koordinasi dapat berjalan dengan baik. Ini berarti pelaksana harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan tidak overlapping, sehingga koordinasi bisa berjalan lancar. 
b. Teori Merilee S.Grindle
Keberhasilan pelaksanaan menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan pelaksanaan (context of implementation). Faktor-faktor tersebut mencakup: seberapa besar kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, seberapa besar perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan, apakah lokasi sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan pelaksana dengan jelas, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang cukup. Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994:22-23) menyatakan bahwa model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasi, baru pelaksanaan kebijakan dilakukan keberhasilannya ditentukan oleh tingkat implementabilitas dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: 
1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
1. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
1. Derajat perubahan yang diinginkan.
1. Kedudukan pembuat kebijakan.
1. (Siapa) pelaksana program.
1. Sumberdaya yang dihasilkan
Sementara itu, konteks implementasinya adalah:
0. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
0. Karakteristik lembaga dan penguasa.
0. Kepatuhan dan daya tanggap.
Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.
c. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier 
Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011:94) terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan, yaitu karakteristik masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation) 
d. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn 
Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana. 
1) Standar dan Sasaran Kebijakan: Kejelasan dan konsistensi standar serta tujuan kebijakan sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. 
2) Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya, seperti dana, tenaga manusia, dan infrastruktur, sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. 
3) Karakteristik Agen Pelaksana: Keterampilan, motivasi, dan struktur organisasi agen pelaksana mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. 
4) Komunikasi antar Organisasi: Aliran informasi dan komunikasi yang baik antara organisasi yang terlibat sangat penting untuk mencapai hasil kebijakan. 
5) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik: Faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan nasional, keadaan ekonomi, dan dinamika sosial dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. 
6) Disposisi Pelaksana: Sikap dan pandangan pelaksana terhadap kebijakan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. 
Berdasarkan teori-teori pelaksanaan kebijakan yang telah dijelaskan, penelitian ini menggunakan teori pelaksanaan kebijakan dari Teori pelaksanaan kebijakan George C. Edward III dipilih karena dianggap paling relevan dengan fokus kajian, yaitu pelaksanaan program TPS 3R Bina Lestari di Desa Garunggung, khususnya terkait proses pengelolaan sampah, sosialisasi program, dan respons masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. 
Permasalahan yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah masih belum optimal, yang menunjukkan adanya kendala pada aspek komunikasi kebijakan dan edukasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan teori Edward III diharapkan dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaan program TPS 3R, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan saran untuk perbaikan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat desa. 

5. TPS 3R 
a. Pengelolaan sampah 
Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Indonesia, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang teratur, menyeluruh, dan berkelanjutan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan meliputi pembatasan jumlah sampah, penggunaan ulang dan daur ulang, sedangkan penanganan sampah mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 juga menyatakan bahwa pemetaan kewenangan pengelolaan sampah menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan berada pada pemerintah pusat, tetapi kewenangan pelaksanaan hampir sepenuhnya berada di daerah. Sementara itu, ada kewenangan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam menangani masalah sampah secara keseluruhan, perlu dilakukan pengelolaan yang tepat yang melibatkan semua pemangku kepentingan dengan memperhatikan dampak lingkungan.
b. Prinsip 3R 
1) Reduce (Mengurangi): Sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan barang, antara lain dengan menghindari pembelian barang yang bisa menghasilkan banyak sampah, menghindari barang sekali pakai, menggunakan produk yang bisa diisi ulang (refill), atau mengurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa tas sendiri saat belanja. 
2) Reuse (Memakai kembali): Sebisa mungkin memilih barang-barang yang bisa dipakai lagi. Hindari penggunaan barang-barang yang sekali pakai (disposable). Ini dapat memperpanjang masa pakai barang sebelum menjadi sampah. 
3) Recycle (Mendaur ulang): Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi dapat didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini banyak industri non-formal dan rumah tangga yang mengolah sampah menjadi barang lain. Teknologi daur ulang, khususnya untuk sampah plastik, kaca, dan logam, merupakan solusi untuk memaksimalkan material setelah jadi sampah dan mengembalikannya dalam siklus daur ulang material tersebut. 
c. Program TPS 3R 
Tempat Pengolahan Sampah 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang tingkat kawasan. Pembangunan TPS 3R harus melibatkan berbagai tokoh masyarakat yang mencakup proses pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan oleh pemerintah daerah untuk keberlanjutan. Program TPS 3R dikembangkan untuk mengubah cara pengelolaan sampah konvensional menjadi lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Program ini menekankan pentingnya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan pengolahan sampah agar memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. 
d. Tujuan TPS 3R 
Tujuan dibangunnya prasarana TPS 3R adalah: 
1) Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TPS 3R 
2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di lingkungan sekitar 
3) Menyediakan prasarana pengelolaan sampah yang berkualitas, berkelanjutan, dan ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya air dan lingkungan 
4) Mengurangi beban pengolahan sampah di TPA dengan mengurangi jumlah sampah di lingkungan sekitar. 
e. Manfaat TPS 3R 
Manfaat dibangunnya prasarana TPS 3R adalah: 
1) Menjaga dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar 
2) Meningkatkan kebersihan lingkungan 
3) Melindungi kualitas air sungai dari tumpukan sampah dan mengurangi pencemaran pada air seperti sungai, danau, dan lainnya 
4) Melindungi kualitas udara dari polusi akibat pembakaran sampah. 



C. Kerangka Konseptual
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Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.



Teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III
1. Komunikasi
1. Disposisi
1. Sumber Daya
1. Struktur Birokrasi




PROGRAM TPS 3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE)
Program TPS 3R adalah program pengelolaan sampah yang didasarkan pada prinsip Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan Kembali), Recycle (mendaur ulang). Tujuannya adalah untuk mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA






Implementasi Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dalam Program TPS 3R Bina Lestari secara umum Cukup Terimplementasi
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